
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR ~ TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a. bahwa ketentuan t ransportasi sebagaimana 
diamanatkan dalam keten tuan Pasal 9 ayat (3) 
huruf b dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Peiwakilan Rakyat Daerah jo Pasal Pasal 9 ayat (3) 
huruf b dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Penvakilan Ral<yat Daerah d iberikan dalam 
bentuk uang dan d ibayarkan setiap bulan, berbeda 
dengan ketentuan uang transportasi sebagaimana 
d iatur daJam ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 
ayat( 1), dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sehingga 
perlu dilakukan perubahan; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Gun ung Mas; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten S ukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabu paten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Mur ung Raya, dan 
Kabu paten Barito Timur di Provinsi Kalirnantan 
Ten gah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2002 Nomor 18, Tambahan Lernbaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 180); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik fndonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

l 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
teral<hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor l 3 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Mente1i Keuangan Nomor 
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas 
Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
9 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 246, 



Menetapkan 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Nomor 246.a); 

20. Perat uran Bupati Gunung Mas Nomor 39 tahun 
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung 
Mas tahun 2014 Nomor 309); 

21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 407); 

22. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2018 Nomor 41 l ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG 
PELAKSANAAN PERJALANAN OINAS DALAM NEGERI DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS. 

PASAL I 

Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas (Serita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tah un 20 18 Nomor 4 11) dihapus, sehingga Pasal 19 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

( 1) Apabila perjalanan dinas lebih dari satu 
Kecamatan/J<elurahan dan Desa dalam satu hari, 
maka uang Transportasi dih itung dari tempat 
ke~udukan ke Kecamatan/Kelurahan dan Desa yang 
t~I]auh dengan menggunakan biaya transportasi yang 
d1tetapkan dalam Standar Biaya. 

(2) Apabila dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas tidalc 
terdapat sar~a Transportasi umum maka kepada 
Pelaksana Pe1Jal~nan Dinas diperkenankan untuk 
menggunakan b1aya transportasi yang ditetapkan 
dalam Standar Biaya. 

(3) Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan 
secara rombongan (lebih dari 3 orang) dan tidak 
terdapat sarana transportasi umum maka d t 
melakukan carter ?en~an tetap memp~rhatikan ::s 
k~patutan dan efis1ens1 anggaran. 

(4) D1hapus. 
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PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai 
diundangkan. 

berlaku pada tanggal 

. memerintahkan 
A ar setiap orang mengetahumya,_ m1 dengan 

g d Peraturan Bupab 
pengun angan dalam Serita Daerah I<abupaten 
penempatannya 
Gunung Mas. 

diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal ;:i.; j uni ~S 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GU UNG MAS, 

YANSITERSON 

ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal ;z.r;, jun, ?O'lS 

GMAS, 

I 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 41g 


